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ABSTRAK

Penelitian untuk mengetahui implementasi prinsip syariah terhadap gadai emas pada PT Bank syariah mandiri kantor cabang sambas. Prinsip syariah yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sambas sudah sesuai dengan Fatwa MUI yang menyatakan bahwa Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn. Dibuktikan dengan akad qard untuk mengikat jaminan ketika terjadi pembiayaan dan Akad Ijarah (simpanan) dalam penitipan Emas kepada bank serta nasabah wajib membayar biaya penitipan sesuai dengan kesepakatan dan ketetentuan bank, biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang didasarkan pengeluaran yang nyata diperlukan. Dalam transaksi gadai emas menggunakan prinsip syariah sesuai dengan hukum dasar muamalah, bahwa segala sesuatu dibolehkan kecuali ada larangan dalam Al-Quran atau As-Sunnah yang dapat menjadikan transaksi itu hukumnya haram.  Implementasi Prinsip syariah yang diterapkan dalam transaksi gadai emas juga sesuai dengan Fatwa MUI, akad yang digunakan dalam transaksi gadai emas adalah akad Qardhul Hasan (biaya administrasi), biaya surat hilang, biaya penjualan, dan akad Ijarah yang dijelaskan kepada pihak nasabah agar tidak ada unsur kecurigaan apabila pihak pelaksana gadai meminta uang selama proses gadai berlangsung hingga selesai. 
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[bookmark: _GoBack]Besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah, maka betambah jumlah preferensi gadai emas, maka perbankan syariah yang dipilih sebagai salah satu lembaga yang menyediakan produk tersebut harus tetap dikawal agar tidak ada terjadi penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra perbankan syariah pada masyarakat. Diperlukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan ini agar masyarakat yang telah menggunakan produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan untuk masyarakat 
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yang belum memanfaatkan produk pembiayaan menjadi yakin dan tertarik dengan produk tersebut. 
Produk Gadai Emas ini telah diadopsi menjadi salah satu produk perbankan syariah, namun sifatnya sebatas pada orientasi produk pelengkap karena hanya cabang-cabang tertantu untuk mengoperasionalkan produk gadai emas yang dipilih yakni sebagai akad tambahan  misalnya sebagai jaminan atau agunan produk pembiayaan al-mudharabah dan al-murabahah. 
Dengan demikian, transaksi Rahn emas ketika menjadi produk tersendiri dalam sektor perbankan dirasakan belum efektif dan optimal karena pemikiran nasabah antara pegadaian dengan gadai emas yang ada di Bank sama-sama tempat untuk melakukan gadai, pada pegadaian semua jenis surat-surat berharga bisa digadaikan kemudian di dalam perbankan syariah produk gadai hanya terbatas pada Rahn emas sehinggga produk ini belum mampu memberikan kontribusi yang memadai. Bank hanya mendapatkan margin (keuntungan) dari biaya administrasi dan jasa penitipan, serta pemeliharaan barang jaminan yang nilainya terbatas. Dalam perspektif kekinian, masuknya gadai menjadi salah satu produk perbankan syariah menurut sebagian kalangan menjadi ironi karena dikhawatirkan berbenturan dengan prinsip syariah.

PEMBAHASAN
1. PRODUK BANK SYARIAH
Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tata cara bermuamalah ini dijauhi paktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba (Khaerul Umam 2013:15). Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga perannya dalam memberikan kesejahteraan masyakat tersebut merupakan peran bank syariah dalam pelaksanaan fungsi sosialnya. Fungsi sosialnya melalui aktivitas penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, sedekah, hibah, wakaf. bank syariah juga mengeluarkan zakat dari keuntungan operasinya serta memberikan permbiayaan Qardh (Kebajikan). Fungsi sosial ini diharapkan akan mempelancar alokasi dan distribusi dana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat (Khaerul Umam 2013:16).
Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pasa 1 ayat 13 prinsip atau hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah (Lathifah Bahrun, 2012:6) antara lain :
a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
b.  Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
c. Islam tidak memperbolehkan “Menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsic.
d. Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
e. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan pada Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah
Adapun Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi dua, yaitu produk penghimpunan dana (funding), produk penyaluran dana (financing).
a. Penghimpunan Dana (funding)
1) Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola usaha untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan antara kedua belah pihak, apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh si pemilik modal kecuali kerugian tersebut diakibatkan kelalaian pengelola, maka pengelola yang akan bertanggung jawab (Khaerul Umam 2013:33). Dalam Al-mudharabah, pemilik modal tidak boleh mengisyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang yang diperbolehkan syariah. Ada dua macam Al-Mudharabah yaitu Al-Mudharabah muthlaqah dan Al-Mudharabah muqayyadah. Al-Mudharabah muthlaqah adalah jenis Al-mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola usaha dalam mengelola investasinya. Al-Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Jenis Al-mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, didaerah mana usaha tersebut akan dilakukan. Namun, kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang Islam. Sedangkan Al-Mudharabah muqayyadah adalah jenis Al-mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan objek investasi atau sektor usaha. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.
2) Al-Wadiah (Simpanan) secara etimologis, kata wadiah berasal dari kata wada’a asy-syai’ jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun Al-wadiah secara terminologis, merupakan pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa konpensasi. Al-Wadiah terbagi menjadi 2 (Mardani, 2013:282) yaitu : Wadiah yad al-amanah dan Wadiah yad adh-dhamanah. Wadiah yad al-amanah memiliki karakteristik: Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan; Penerima titipan hanya brfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya; Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan; Mengingatkan barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan. Sedangkan Wadiah yad adh-dhamanah memiliki karakteristik: Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan;  Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip; Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini.
b. Penyaluran Dana (financing)
1) Jual Beli, terdiri dari:
a) Al-Murabahah,  berasal dari kata ribhu (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (Adiwarman A. Karim, 2010:98), pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonanpembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan.
b) Salam , berasal dari kata As-salaf yang artinya pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uang dimuka. Akad salam dapat diartikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari (Adiwarman A. Karim, 2010:99). Dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan khiar yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. Untuk menghindari risiko yang merugikan, pembeli boleh meminta jaminan dari penjual.
c) Istishna, adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antar pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat). Istishna dapat dilakukan secara langsung antar dua belah pihak antar pemesan dengan penjual. Apabila dilakukan melalui perantara maka akad disebut dengan istishna paralel. Dalam istishna paralel penjual dapat membuat akad istishna kedua dengan subkontaktor untuk membantunya memenuhi kewajiban akad istishna pertama (antara penjual dan pemesan) pihak yang bertanggung jawab pada pemesan tetap terletak pada penjual tidak dapat dialihkan pada subkontraktor (Adiwarman A. Karim, 2010:126). Meskipun proses pengerjaan dilakukan oleh subkontraktor, penjual tetap bertanggung jawab atas hasil kerja subkontraktor. Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas jumlah yang telah dibayarkan, penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.
2) Sewa, Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, dimana keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan. Namun dalam beberapa kasus prinsip sewa dapat pula disertai dengan opsi kepemilikan. Jenis-jenis sewa adalah sebagai berikut:
a) Al-Ijarah (Leasing), adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya, kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan operating lease  maupun financial lease (Kaherul Umam, 2013:36). Ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas barang atau jasa dengan jalan penggantian. Beberapa contoh kontrak ijarah (pemilikan manfaat) seperti manfaat yang berasal dari aset seperti rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai atau manfaat yang berasal dari karya seseorang seperti hasil karya seorang insinyur bangunan, tukang tenun, pekerja bangunan, penjahit, dan lain-lain. 
b) Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), merupakan akad sewa-menyewa antar pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa (Adiwarna A. Karim, 2010:149).
3) Akad pelengkap, terdiri dari :
a) Hawalah Merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain, pemindahan beban utang dari satu pihak kepada lain pihak. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau factoring.
b) Ar-Rahn (gadai), merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Kegiatan seperti ini dilakukan untuk jaminan utang atau gadai.
c) Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.
d) Al-Wakalah merupakan penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.
e) Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.
2. Gadai Emas Syariah (Rahn Emas)
Gadai emas syariah sering diidentikkan dengan rahn yang secara bahasa diartikan al-tsubut wa al-dawam (tetap dan kekal) sebagian ulama memberi arti alhab (tertahan). Sedangkan definisi al-rahn menurut istilah adalah menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syarak untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu (Muhammad Sholahuddin, 2014:107). Rahn emas juga diartikan penggadaian atau penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta atau barang berharga berupa emas dari nasabah kepada bank untuk dikelola dengan prinsip gadai (ar-rahn) yaitu sebagai jaminan atas peminjam yang diberikan kepada nasabah. Menurut Bank Indonesia, Rahn adalah akad penyerahan barang/harta (marhun) dari nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang (Zulkifli Sunarto, 2013:28).
3. Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sambas
Barang yang bisa digadaikan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sambas,seperti Emas lantakan atau batangan dengan karatase 24 karat, Koin emas atau dinar dengan karatase 22 karat, Perhiasan dengan karatase 16-24 karat. Keunggulan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sambas,di antaranya:
1) Proses cepat yaitu nasabah dapat memperoleh pinjaman yang diperlukan dalam waktu yang relatif cepat, proses administrasi, dan penaksiran hanya 15 menit. 
2) Caranya mudah, yaitu cukup dengan membawa emas yang akan digadaikan dengan bukti kepemilikan, serta melampirkan bukti identitas.
3) Ada jaminan keamanan atas barang yang telah diserahkan sesuai standar kemanan yang telah teruji dan diasuransikan.
4) Jangka waktu pinjaman, yaitu nasabah boleh memanfaatkan pinjaman sampai jangka waktu 4 bulan.
5) Sumber pendanaan berasal 100% dari bank syariah, dari bank  muamalat Indonesia sehingga terjamin kemurnian syariahnya.
Akad yang digunakan pada gadai emas di Bank Syariah Mandiri adalah akad Qardhul Hasan (biaya administrasi), biaya surat hilang, biaya penjualan, dan akad Ijarah (simpanan) untuk semua pemanfaatan dana pinjaman oleh nasabah, baik untuk keperluan yang bersifat sosial maupun yang bersifat produktif/penambahan modal.
Adapun Prosedur Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sambas
1) Nasabah harus mempunyai Identitas (KTP) atau kertu identitas yang lainnya.
2) Memiliki barang untuk digadaikan sesuai ketentuan gadai emas dan melampirkan bukti pemilik barang.
3) Calon nasabah langsung keruangan gadai emas.
4) Calon nasabah melakukan adak perjanjian dengan pihak pelaksana gadai emas.
5) Calon nasabah menandatangani surat bukti pinjaman.
6) Pihak bank melakukan penaksiran emas calon nasabahnya.
7) Nasabah menerima uang pinjaman.
Implementasi prinsip syariah dalam transaksi gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sambas adalah implementasi prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan hukum dasar muamalah, bahwa segala sesuatu dibolehkan kecuali ada larangan dalam Al-Quran atau As-Sunnah yang dapat menjadikan transaksi itu hukumnya haram.  Implementasi Prinsip syariah yang diterapkan dalam transaksi gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sambas sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn emas dinyatakan bahwa:
a. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn 
b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (mahrun) ditanggung oleh pegadai( rahin)
c. Ongkos sebagaimana maksud dari ayat dua besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
d. Biaya penyimpanan barang (mahrun) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.
Fatwa di atas menyatakan bahwa dalam melakukan Implementasi pinsip syariah terhadap gadai emas harus berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Saat melakukan transaksi gadai emas di Bank Syariah Kantor Cabang Sambas sudah mengikuti aturan yang telah diberikan. Berikut implementasi prinsip syariah terhadap gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sambas.
Pertama, akad yang digunakan dalam transaksi gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sambas adalah akad Qardhul Hasan (biaya administrasi),  biaya surat hilang, biaya penjualan, dan akad Ijarah (simpanan) yang akan dijelaskan dengan pihak nasabah agar tidak ada unsur kecurigaan apabila pihak pelaksana gadai meminta uang selama proses gadai berlangsung hingga selesai. 
Kedua, apabila ada nasabah yang tidak tepat waktu untuk melunasi pinjaman dalam transaksi gadai emas tidak langsung diberikan sanksi berupa denda karena itu bukanlah prinsip syariah namun dapat dikatakan dengan riba’ karena pada saat melakukan akad tidak diberlakukannya sanksi apabila nasabah tidak tepat waktu untuk  melunasi maka dari itu hal yang dilakukan oleh pihak pelaksana gadai yaitu melakukan pelelangan, proses pelelangan tidak diberlakukan pada saat pertama kali nasabah melewati  batas waktu yang diberikan, akan tetapi pihak nasabah akan menerima surat peringatan sebanyak 3 kali pada waktu tetentu apabila nasabah masih tidak bisa melunasinya . Maka pihak nasabah akan melakukan pelengan dan pada awal akad sudah dijelaskan pada nasabah dan nasabah tersebut harus menyetujui juga agar tidak ada yang diuntungkan dan dirugikan yang dimana dalam prinsip syariah harus berlaku adil.
Ketiga, menurut Fatwa DSN MUI tentang Rahn biaya penyimpanan dan pemeliharaan tidak boleh didasarkan atas jumlah pinjaman. Biaya pemeliharaan hanya ditarik pada saat pelunasan hutang dan didasarkan atas biaya pemeliharaan yang dikenakan selama kurun waktu penyimpanan emas. Meskipun demikian, ditentukannya biaya pemeliharaan berdasarkan persentase tertentu dari nilai taksiran juga belum bisa dianggap tepat. Hal ini dikarenakan berdasarkan Fatwa DSN MUI tentang Rahn emas yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan adalah biaya yang nyata-nyata diperlukan bukan didasarkan oleh persentase tertentu.
Selain harus menggunakan prinsip syariah dan tidak mengambil keuntungan dari biaya denda tetapi harus disertai dengan unsur kejujuran, keadilan, tidak ada unsur penipuan, terhindar dari Riba’.

SIMPULAN
Gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sambas merupakan produk pembiayaan  atas dasar jaminan berupa emas baik emas perhiasan, ataupun emas batangan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman, dan mudah. Implementasi prinsip syariah yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sambas sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN/MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI No.26/DSN/MUI /III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Rahn emas yang menyatakan bahwa Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn. Ini dibuktikan dengan akad qard untuk mengikat jaminan ketika terjadi pembiayaan dan Akad Ijarah dalam penitipan Emas kepada bank dan nasabah wajib membayar biaya penitipan sesuai dengan kesepakatan dan ketetentuan bank, dimana biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
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